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Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1.Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

2.Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3.Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

4.Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah).
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OGPl

“Ilmu pengetahuan adalah amanah, bagikan dengan izin, gunakan

dengan hormat.”

"Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia,"
"Yang mengajar (manusia) dengan pena,”
"Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”

(Surah Al —Alaq : 3 - 5).

“..Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat..."

(Surah Al-Mujadalah Ayat 11)

“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah
akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim, no. 2699).

6%0566
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KATA PENGANTAR

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara

Perubahan besar dalam struktur ekonomi dan teknologi digital
telah membawa dampak yang tidak dapat diabaikan terhadap hukum
ketenagakerjaan nasional. Instrumen hukum yang selama puluhan
tahun dirancang untuk mengatur hubungan kerja dalam ruang fisik,
kini dipaksa berhadapan dengan realitas baru: migrasi kerja ke dalam
ruang digital, dominasi platform sebagai aktor ekonomi, serta
hadirnya algoritma sebagai bentuk kekuasaan baru yang bekerja
secara halus namun menentukan. Pergeseran ini bukan sekadar
fenomena teknis, melainkan transformasi mendasar yang menyentuh
sendi-sendi konstitusional mengenai peran negara dalam melindungi
martabat manusia.

Dalam konteks itu, buku yang ditulis oleh Saudara Dani Prianto
Hadi ini hadir sebagai kontribusi akademik yang sangat penting.
Buku ini bukan hanya menyajikan uraian normatif, tetapi
menawarkan analisis komprehensif mengenai struktur hubungan
kerja kontemporer, penegakan hukum ketenagakerjaan, dan
arsitektur kelembagaan yang menentukan apakah hukum benar-
benar hidup dalam praktik. Dengan pendekatan perbandingan
terhadap delapan negara maju dan delapan negara berkembang,
penulis menunjukkan bagaimana pilihan kebijakan hukum
sesungguhnya mencerminkan posisi negara dalam menentukan arah
keadilan sosial.

Kekuatan buku ini terletak pada ketajaman analisisnya. Penulis
tidak berhenti pada tataran regulasi formal, tetapi masuk ke dalam
persoalan struktural yang lebih dalam, seperti subordinasi
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algoritmik, kesenjangan penegakan hukum, kelemahan kapasitas
negara, serta implikasi konstitusional terhadap fungsi regulasi dan
perlindungan hukum. Dari perspektif hukum tata negara, analisis
semacam ini sangat relevan. Sebab, keberhasilan penegakan hukum
ketenagakerjaan pada akhirnya bergantung pada kehadiran negara
sebagai pengatur, pengawas, sekaligus penjamin keadilan sosial
sebagaimana mandat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Buku ini juga memperlihatkan bahwa dalam ekonomi digital,
tantangan terbesar bukan hanya soal perubahan teknologi, tetapi
perubahan relasi kekuasaan. Pekerjaan yang tampak fleksibel
ternyata menyimpan ketergantungan baru, kebebasan formal pekerja
seringkali tidak sejalan dengan ketidakpastian pendapatan, risiko
yang dipikul sendiri, dan rentannya akses kerja yang dapat
dihentikan secara sepihak melalui mekanisme digital, DEAKTIVASI
AKUN. Di sinilah hukum ketenagakerjaan berbenturan dengan
realitas sosial baru yang memerlukan rekonstruksi paradigma, bukan
sekadar amandemen pasal.

Dari sudut pandang konstitusional, negara tidak boleh
kehilangan otoritasnya untuk memastikan bahwa setiap
perkembangan ekonomi, sepesat apa pun, tetap berada dalam
koridor keadilan, kepastian, dan penghormatan terhadap martabat
manusia. NEGARA WAJIB HADIR.

Buku ini memberikan peta jalan yang jelas mengenai
bagaimana Indonesia dapat memperkuat kapasitas hukum dan
kelembagaannya agar mampu menghadapi tantangan tersebut.
Usulan mengenai reformasi pengawasan berbasis risiko,
penyelesaian sengketa cepat, rekonstruksi hubungan negara—pasar—
pekerja, serta perlindungan pekerja platform digital merupakan
bagian dari agenda pembaruan hukum yang perlu mendapat
perhatian serius dari para pembuat kebijakan.
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Saya memberikan apresiasi tinggi atas kerja intelektual Dani
Prianto Hadi ini, tidak hanya kaya data, terstruktur dengan baik, dan
tajam secara analitis, tetapi juga menawarkan perspektif yang
konstruktif mengenai bagaimana negara harus hadir di ruang kerja
digital yang semakin kompleks. Kontribusi seperti ini sangat
dibutuhkan di tengah perdebatan nasional mengenai masa depan
hukum ketenagakerjaan Indonesia ditengah perkembangan pesat
teknologi digital.

Saya mengajak para akademisi, mahasiswa, praktisi hukum,
pelaku industri, pengambil kebijakan, aparat birokrasi, serikat
pekerja, komunitas pekerja platform digital, dan seluruh masyarakat
yang peduli terhadap masa depan hubungan kerja untuk membaca
dan mendiskusikan buku ini secara serius. Transformasi ekonomi
digital bukan sekadar isu sektoral, tetapi persoalan ketatanegaraan
dan keberlanjutan bangsa. Melalui kajian kritis seperti ini, kita dapat
memastikan bahwa hukum tetap menjadi instrumen rasional, adil,
dan manusiawi dalam mengatur perkembangan zaman.

Semoga buku ini menjadi rujukan penting dalam upaya
bersama membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang
berkeadilan, bermartabat, dan sejalan dengan nilai-nilai konstitusi
kita.

Jakarta, November 2025

Prof. Dr. Jimly Assidigie, S.H.

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara, Ketua Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia (2003-2008), Ketua Komisi
Percepatan Reformasi Polri.
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Oleh Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

Guru Besar Ilmu Hukum, Pakar Hukum Administrasi Pemerintahan
dan Sosiologi Hukum.

Dinamika ekonomi digital global telah menciptakan
kompleksitas baru dalam tatanan hukum ketenagakerjaan yang
meniscayakan pendekatan interdisipliner. Relasi kerja di platform
digital tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum
perdata atau kontrak, melainkan memerlukan pembacaan yang
mendalam dari perspektif hukum administrasi pemerintahan dan
sosiologi hukum. Pertanyaan mendasar yang muncul bukan hanya
tentang ada atau tidaknya hubungan kerja secara yuridis formal,
tetapi bagaimana negara menjalankan fungsi regulasi dan
perlindungannya ketika struktur ekonomi bertransformasi dengan
kecepatan yang melampaui kesiapan aparatur hukum.

Buku yang ditulis oleh Dani Prianto Hadi ini memberikan
kontribusi signifikan dalam menganalisis kesenjangan antara realitas
sosiologis pekerja platform dan konstruksi hukum yang
mendefinisikan status mereka. Penulis secara tajam membedah
bagaimana penggunaan terminologi "mitra kerja" dalam praktik
ekonomi platform sesungguhnya merupakan strategi hukum yang
mengeliminasi tanggung jawab negara dan korporasi terhadap jutaan
pekerja yang secara faktual berada dalam posisi subordinat.
Pembelajaran dari negara-negara maju menunjukkan bahwa
pengakuan hubungan kerja bagi pekerja platform merupakan
keniscayaan hukum yang didasarkan pada bukti empiris tentang
kontrol, dependensi ekonomi, dan asimetri kuasa.

Dimensi hukum administrasi pemerintahan dalam buku ini
terlihat kuat dalam analisis tentang kapasitas kelembagaan,
mekanisme pengawasan, dan instrumen kebijakan publik yang
diperlukan untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan di sektor
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digital. Penulis tidak hanya mengidentifikasi kelemahan regulasi
eksisting, tetapi juga merumuskan arsitektur kebijakan yang
mempertimbangkan kompleksitas koordinasi antarlembaga dan
tantangan penegakan hukum lintas yurisdiksi.

Dari perspektif sosiologi hukum, karya ini berhasil
menunjukkan bagaimana hukum ketenagakerjaan tidak beroperasi
dalam ruang hampa, melainkan dibentuk oleh dan membentuk
struktur kekuasaan ekonomi serta realitas sosial pekerja. Studi
perbandingan yang disajikan memberikan pemetaan yang jelas
tentang bagaimana pilihan kebijakan hukum mencerminkan posisi
negara dalam menghadapi tekanan modal global versus komitmen
terhadap keadilan sosial.

Saya memberikan apresiasi tinggi atas kerja intelektual yang
dihadirkan dalam buku ini. Analisis komparatif yang sistematis,
argumentasi hukum yang kokoh, dan kedalaman pemahaman
tentang dinamika sosio-ekonomi menjadikan karya ini referensi
penting bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Buku ini
mendemonstrasikan bahwa penegakan hukum ketenagakerjaan di
era digital memerlukan lebih dari sekadar amandemen peraturan,
melainkan transformasi paradigma dalam memahami kerja, relasi
kuasa, dan tanggung jawab negara.

Jakarta, November 2025

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

Guru Besar [Imu Hukum, Pakar Hukum Administrasi
Pemerintahan dan Sosiologi Hukum, Ketua DPP KORPRI Nasional,
Kepala BKN R.I.
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PRAKATA PENULIS

Buku ini lahir dari perjalanan panjang dalam mengamati,
meneliti, dan terlibat langsung dalam dinamika ketenagakerjaan di
Indonesia. Dalam setiap proses kerja, selalu ada manusia yang
berusaha menjaga keberlangsungan hidupnya, dari ruang rapat
perusahaan hingga ruang persidangan, dari area tambang hingga
kawasan industri, dari pusat kota hingga daerah perbatasan,
persoalan martabat manusia dalam bekerja senantiasa hadir sebagai
kenyataan yang tidak dapat diabaikan.

Hubungan kerja bukan semata-mata hubungan ekonomi. [a
adalah hubungan antar-manusia yang memuat harapan, kecemasan,
ketidakpastian, perjuangan, dan harga diri yang didalamnya terdapat
ketidakseimbangan kekuasaan yang bersifat struktural. Karena itu,
negara tidak boleh mengambil jarak, “negara harus hadir untuk
menjamin bahwa kerja menjadi ruang kehidupan yang bermartabat”,
bukan sekadar instrumen produksi.

Perkembangan ekonomi digital dalam dua dekade terakhir
telah membawa perubahan mendasar. Model kerja menjadi lebih
fleksibel, tetapi juga lebih rapuh. Teknologi memperluas kesempatan,
namun di saat yang sama meningkatkan risiko ketidakpastian. Dalam
ruang ini, pekerja dapat menjadi semakin mudah digantikan, diatur
oleh sistem yang tidak terlihat, atau dinilai oleh algoritma yang tidak
memiliki kapasitas untuk memahami kemanusiaan. Tantangan inilah
yang mendorong penulisan buku ini.

Buku ini tidak hanya berupaya menjelaskan kerangka hukum
ketenagakerjaan yang berlaku, tetapi juga berusaha melihat lebih
dalam bagaimana hukum diimplementasikan di lapangan.
Perbandingan dengan delapan negara maju dan delapan negara
berkembang dilakukan bukan untuk mencari model ideal yang harus
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diikuti, tetapi untuk memperluas ruang pemahaman kita mengenai
apa yang mungkin dan apa yang perlu diperjuangkan.

Penegakan hukum ketenagakerjaan adalah titik penentu
apakah suatu negara menempatkan martabat manusia sebagai dasar
kehidupan berbangsa. “Pengawasan ketenagakerjaan bukan sekadar
prosedur administratif, namun lebih dari itu adalah tindakan negara yang
menyatakan bahwa setiap individu yang bekerja berhak untuk dihormati,
dilindungi, dan diberikan kepastian tentang masa depannya”.

Buku ini tidak dimaksudkan untuk memberikan jawaban akhir.
Namun justru sebaliknya, buku ini mengajak pembaca untuk
melanjutkan pertanyaan-pertanyaan penting mengenai hubungan
antara kerja, keadilan, dan martabat manusia. Jika buku ini dapat
membuka ruang dialog yang lebih jujur, kritis, dan konstruktif
mengenai arah sistem ketenagakerjaan di Indonesia ke depan, maka
tujuan penulisan ini telah tercapai.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat dan memperluas
pemahaman bersama mengenai pentingnya membangun hubungan
kerja yang adil, beradab, dan berlandaskan penghormatan terhadap
martabat manusia.

Bandung, 3 November 2025

Ir. H. Dani Prianto Hadi, S.H., M.H., M.M.

Penulis
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BAB 1

EKONOMI DIGITAL GLOBAL DAN
TRANSFORMASI HUBUNGAN INDUSTRIAL

1.1 Ekonomi Digital sebagai Latar Sosio-Global Baru

Kerja adalah bagian paling mendasar dari keberadaan sosial
manusia. la bukan hanya sarana mencari nafkah, tetapi juga ruang
manusia membentuk martabat, identitas, dan relasi sosialnya. Dalam
sejarah panjang peradaban, bentuk kerja selalu berubah mengikuti
perkembangan teknologi dan struktur ekonomi. Pada masa agraris,
kerja mengikuti siklus musim dan ketersediaan lahan. Pada era
industrial, kerja mengejar ritme mesin dan efisiensi produksi massal.
Kini, pada abad ke-21, kerja bergerak ke dalam ruang digital,
sehingga relasi kerja tidak lagi ditentukan oleh kehadiran fisik atau
ruang pabrik, melainkan oleh sistem platform, jaringan data, dan
algoritma. !

! Sennett, R. (2006). The culture of the new capitalism. New Haven: Yale University
Press.
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Transformasi Nilai dan Basis Produksi

Ekonomi digital adalah fase baru kapitalisme global di mana
data menjadi komoditas utama, bukan sekadar alat bantu
operasional.>
Dalam model ini:

e Produksi berbasis informasi dan logika sistem, bukan sekadar
produksi fisik.

e Keunggulan ekonomi ditentukan oleh kualitas algoritma,
kecepatan jaringan, basis pengguna, dan akumulasi data,
bukan semata kepemilikan aset pabrik atau lahan.

[tulah mengapa perusahaan digital (platform ride-hailing, e-
commerce, layanan pesan-antar, hingga marketplace kreatif) dapat
memiliki valuasi pasar yang tinggi, meskipun jumlah pekerja tetap
sangat kecil dibanding perusahaan industri klasik.

Ekonomi digital menciptakan kontradiksi baru:
nilai ekonomi tumbuh pesat, tetapi nilai kesejahteraan pekerja tidak
selalu ikut meningkat.?

Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia

Indonesia adalah pasar ekonomi digital terbesar di Asia
Tenggara.
Menurut laporan Google—Temasek—Bain (2023), nilai ekonomi digital
Indonesia:

e US$ 82 miliar pada 2023,
¢ diproyeksikan mencapai US$ 360 miliar pada 2030.*

2 Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the
new frontier of power. New York: PublicAffairs.

% Standing, G. (2011). The precariat: The new dangerous class. London: Bloomsbury
Academic.

4 Google, Temasek, & Bain & Company. (2023). e-Conomy SEA report 2023.
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“Hukum harus menjadi alat pembaruan sosial, bukan penonton
perubahan sosial”.?

Dengan demikian, masalah utama bukan sekadar regulasi.
Masalah utamanya adalah penegakan dan kapasitas negara.

1.2.Relasi Kekuasaan Baru: Dari Pengawasan Manajerial
ke Pengawasan Algoritmik

Hubungan kerja selalu mengandung unsur kuasa. Sejak awal
sejarah industrialisasi, kerja tidak hanya berhubungan dengan
produktivitas, tetapi juga dengan siapa yang memiliki kemampuan
untuk mengatur, menilai, dan menghentikan kerja. Pada era pabrik,
kuasa itu tampak jelas: supervisor, mandor, manajer, dan struktur
hierarkis menggambarkan siapa yang memerintah dan siapa yang
diperintah. Kerja dapat dilihat, dinilai, dan diawasi secara fisik.'°

Namun dalam ekonomi digital, kuasa berubah bentuk. Ia tidak
lagi berada pada sosok individu yang terlihat, tetapi tersembunyi di
balik:

e algoritma pengalokasi tugas,

® Kusumaatmadja, M. (1976). Hukum, masyarakat dan pembinaan hukum nasional,
suatu uraian tentang landasan pikiran, pola dan mekanisme pembaharuan hukum di
Indonesia. Bandung, Binacipta. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan gagasan
bahwa hukum tidak dapat dipahami sebagai norma yang berdiri sendiri, melainkan
sebagai institusi sosial yang harus dibina secara sadar untuk mengarahkan
perubahan masyarakat. la memperkenalkan kerangka “hukum sebagai sarana
pembaharuan masyarakat” (law as a tool of social engineering) dalam konteks
pembangunan Indonesia, dengan menekankan perlunya desain pembaharuan
hukum yang berangkat dari landasan pemikiran yang jelas, pola kebijakan yang
terarah, serta mekanisme kelembagaan yang mampu menerjemahkan kebutuhan
sosial-ekonomi ke dalam peraturan yang efektif. Kusumaatmadja juga menyoroti
bahwa pembangunan hukum nasional mensyaratkan keseimbangan antara nilai-
nilai sosial yang hidup, kebutuhan modernisasi, dan kepastian hukum, sehingga
pembentukan hukum bukan sekadar pekerjaan teknis legislasi, tetapi strategi
nasional untuk menata tatanan sosial dan mendukung pembangunan.

10 Sennett, R. (2006). The culture of the new capitalism. New Haven: Yale University

Press.
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BAB 2

SEJARAH, STRUKTUR, DAN ARAH
PERKEMBANGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
DALAM ERA GLOBAL

Memahami hukum ketenagakerjaan Indonesia kontemporer
tanpa menelusuri akar historisnya adalah seperti membaca novel
mulai dari pertengahan cerita, kita mungkin bisa mengikuti alur
narasi, tetapi kehilangan konteks penting yang menjelaskan mengapa
karakter-karakter bertindak dengan cara tertentu dan bagaimana
konflik-konflik saat ini terbentuk. Hukum tidak lahir dari kekosongan,
melainkan merupakan endapan dari lapisan-lapisan pengalaman
historis, pergulatan politik, dan transformasi ekonomi yang
berlangsung selama berabad-abad. Untuk memahami mengapa
sistem ketenagakerjaan Indonesia saat ini memiliki karakter tertentu,
dengan segala kekuatan dan kelemahannya, kita perlu melakukan
perjalanan historis yang panjang, mulai dari masa kolonial Belanda
ketika fondasi-fondasi awal hubungan industrial mulai diletakkan,
melalui pergolakan kemerdekaan dan pencarian identitas nasional,
hingga era reformasi dan dinamika globalisasi yang membentuk
wajah ketenagakerjaan Indonesia hari ini.
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Perjalanan historis ini bukan sekadar kronologi peristiwa dan
regulasi, melainkan narasi tentang bagaimana berbagai kekuatan
sosial, pemerintah kolonial dan kemudian pemerintah nasional,
pengusaha domestik dan asing, gerakan buruh, dan masyarakat luas,
terus berjuang untuk membentuk tatanan hubungan industrial sesuai
dengan kepentingan dan visi mereka masing-masing. Setiap periode
historis meninggalkan jejak dalam struktur institusional, budaya
hukum, dan praktik ketenagakerjaan yang masih kita rasakan hingga
hari ini. Memahami genealogi ini akan membantu kita tidak hanya
menjelaskan bagaimana kita sampai di titik ini, tetapi juga
membayangkan kemungkinan-kemungkinan masa depan yang
berbeda.

2.1.Sejarah Panjang Hukum Ketenagakerjaan Indonesia:
Kerajaan Nusantara — 2025

Kerja bukan sekadar kegiatan ekonomi. Kerja adalah tindakan
manusia menghubungkan dirinya dengan dunia, memberi makna
kepada hidup melalui produksi, relasi, dan pengakuan. Oleh karena
itu, status kerja suatu masyarakat selalu mencerminkan struktur
kekuasaan yang mengatur tubuh, waktu, dan sumber penghidupan.
Di Indonesia, struktur ini berubah secara radikal sepanjang sejarah,
dari kerja komunal berbasis adat, menuju kerja paksa kolonial, kerja
kontrak bersanksi pidana, hingga kerja fleksibel yang dikendalikan
algoritma digital.

Sejarah ini tidak hanya menjelaskan dari mana hukum
ketenagakerjaan berasal, tetapi juga mengapa negara wajib hadir
dalam mengatur hubungan kerja. Tanpa memahami sejarah,
penegakan hukum ketenagakerjaan akan jatuh menjadi administrasi
teknis tanpa jiwa. Dengan memahami sejarah, penegakan hukum
menjadi pemenuhan janji kemerdekaan bahwa manusia yang bekerja
berhak atas martabat.
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BAB 3

ARSITEKTUR KELEMBAGAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL INDONESIA: AKTOR,
KEWENANGAN, PROSES

Bab ini memetakan “mesin” hubungan industrial Indonesia:
siapa aktornya, apa kewenangannya, bagaimana prosesnya, di mana
simpul koordinasi, dan bagaimana kinerja penegakan dihasilkan dari
interaksi itu. Tujuannya pragmatis: memberi peta yang dapat dipakai
akademisi, praktisi, pelaku usaha, birokrasi, dan publik untuk
memahami cara kerja perlindungan hukum ketenagakerjaan, bukan
hanya norma, melainkan institusi.

3.1. Lanskap Kelembagaan: Peta Aktor & Mandat

3.1.1. Tiga Poros dan Satu Penyeimbang

Hubungan industrial berdiri di atas tiga poros - pekerja/serikat,
pengusaha/organisasi pengusaha, dan negara - dengan negara
memikul mandat penyeimbang kekuasaan sesuai UUD 1945 dan
undang-undang sektoral (kebebasan berserikat, hubungan Kkerja,
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BAB 4

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DALAM PRAKTIK:
Struktur, Tantangan, Dan Agenda Penguatan

Pada tahun 2025, jumlah pengawas ketenagakerjaan aktif di
Indonesia diperkirakan sekitar +1.600 orang yang tersebar di
pemerintah pusat dan daerah.''*

Sementara itu, jumlah perusahaan yang beroperasi di seluruh
Indonesia diperkirakan mencapai *£25,2 juta unit usaha, termasuk
mikro, kecil, menengah, dan besar.'*®

Dengan demikian, rasio efektifnya adalah:

1 pengawas ketenagakerjaan — +15.750 perusahaan.
Dalam kapasitas seperti ini, secara matematis dan institusional:

e Tidak mungkin seluruh perusahaan diperiksa,

114 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025). Data pengawas
ketenagakerjaan sampai dengan Semester I Tahun 2025. Satu Data Ketenagakerjaan.
https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2787

115 Badan Pusat Statistik, Sensus Ekonomi 2024, rilis data nasional.; Rawung, Stanny S.
et al. (2025). Inovasi Teknologi dan Transformasi Digital sebagai Penggerak Daya
Saing Ekonomi Indonesia. Ascendia: Journal of Economic and Business
Advancement, Vol. 1 No. 2, hlm. 111-121.
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o Tidak mungkin seluruh pelanggaran terdeteksi,
¢ Dan tidak mungkin semua pelanggaran dapat diproses.

Akibatnya:

Lebih dari 97% tempat kerja di Indonesia berjalan tanpa
pernah disentuh pengawasan ketenagakerjaan.

Padahal hukum ketenagakerjaan Indonesia lengkap dan
progresif dalam banyak aspek:
perlindungan upah, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan
sosial, prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK), mekanisme
penyelesaian  perselisihan, perundingan  kolektif, = bahkan
perlindungan pekerja perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Namun seluruh perlindungan itu berdiri di atas suatu asumsi
kunci:

bahwa negara memiliki kapasitas untuk mengawasi.
Jika kapasitas pengawasan lemah, maka:

e norma tinggal norma,
¢ hak tinggal hak,
e dan hukum tinggal hukum.

Hukum ketenagakerjaan hanya hidup sejauh pengawasan hadir
di tempat kerja.

4.1.Kerangka Hukum dan Mandat Pengawasan
Ketenagakerjaan

4.1.1. Mandat Konstitusional

Mandat pengawasan ketenagakerjaan tidak muncul dari
efisiensi pasar atau demi kemudahan usaha, tetapi berakar langsung
pada UUD 1945:
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BAB 5

PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM
KETENAGAKERJAAN ANTARA INDONESIA
DENGAN 8 NEGARA MAJU dan 8 NEGARA

BERKEMBANG

Hubungan kerja modern tidak tumbuh secara seragam di
seluruh dunia. Ia lahir dari ketegangan historis yang sama, antara
kebutuhan produksi dan martabat manusia, tetapi dipertemukan oleh
kondisi politik, ekonomi, budaya, ideologi negara, dan struktur
kapital yang berbeda-beda.*

Di Inggris, hukum ketenagakerjaan berkembang dari konflik
kelas yang terbuka. Gerakan buruh lahir dari penderitaan panjang
pekerja pabrik tekstil Manchester yang bekerja 14-16 jam sehari,
termasuk perempuan dan anak-anak. Perlawanan mereka

134 Streeck, W. (2014). Industrial relations in Europe. Cheltenham: Edward Elgar
Publishing.
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melahirkan serikat pekerja, Cole Commission, dan akhirnya social
labour legislation yang terstruktur.'*®

Di Jerman, hubungan kerja bertumbuh dari tradisi hukum
korporatis di mana negara, pengusaha, dan pekerja dipandang
sebagai mitra dalam pembangunan ekonomi nasional. Di sana,
negosiasi bukan sekadar taktik ekonomi, tetapi tata kelola sosial

(Sozialpartnerschaft).'*®

Di Amerika Serikat, hukum ketenagakerjaan dibangun dari
pertarungan hukum per kasus, bukan konstruksi regulasi
menyeluruh. Serikat bekerja sebagai aktor politik dan advokasi,
bukan institusi struktural negara.'*’

Di Jepang, hubungan kerja tidak diatur pertama kali oleh
hukum atau pasar, tetapi oleh budaya perusahaan yang menjadikan
kesetiaan, stabilitas kerja, dan kehormatan sebagai fondasi moral
hubungan industrial.'*®

Sementara itu di negara-negara berkembang, India, Brasil,
Afrika Selatan—hukum ketenagakerjaan lahir sebagai respons
terhadap:

e kolonialisme,
e industrialisasi cepat dengan buruh murah,

135 Eley, G. (2002). Forging democracy: The history of the left in Europe, 1850-2000.
Oxford: Oxford University Press.

136 Hoffmann, J. (2019). The German system of collective bargaining and worker
participation. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.

137 Betriebsverfassungsgesetz [Works Constitution Act]. (1972). Federal Republic of
Germany. As amended by the Works Council Modernization Act (2021) and the
Second Act to Amend the Works Constitution Act (2024), published in the
Federal Law Gazette of the Federal Republic of Germany.

138 Hans-Bockler-Stiftung. (2021). Co-determination report 2021: Overview of worker
participation in Germany. Disseldorf: Hans-Bockler-Stiftung.
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BAB 6

SINTESIS PERBANDINGAN GLOBAL
PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Penegakan hukum ketenagakerjaan tidak berdiri di ruang
hampa. la selalu ditentukan oleh cara suatu negara memahami
hubungan antara Negara, Pasar, dan Pekerja. Di dalamnya terdapat
pertarungan antara keamanan kerja (security) dan fleksibilitas
ekonomi (flexibility); antara daya saing industri dan martabat
manusia di tempat kerja.?**

Karena itu, perbandingan lintas negara bukan sekadar daftar
perbedaan, melainkan cara membaca bagaimana kekuasaan
diorganisasi dalam dunia kerja.

Pada tingkat tertentu, hukum ketenagakerjaan adalah refleksi dari

284 Rahardjo, Satjipto. (2006). Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Buku
Kompas. Rahardjo menekankan peran moral dan keberanian penegak hukum
untuk “menerobos” kebuntuan prosedural jika hukum positif justru menghasilkan
ketidakadilan, dengan argumen kunci bahwa hukum seharusnya melayani
manusia (bukan sebaliknya).; Weber, M. (1978). Economy and society. Berkeley:
University of California Press. Relevansi utamanya untuk studi hukum dan
ketenagakerjaan adalah konsep seperti tipe otoritas (tradisional, karismatik,
rasional-legal), birokrasi, serta hubungan antara legitimasi kekuasaan dan
kepatuhan. Weber juga memberi perangkat analitis untuk memahami bagaimana
aturan formal dan organisasi modern mengatur perilaku kolektif, membantu
menjelaskan mengapa struktur hukum/administrasi sering menjadi mesin
disiplin sekaligus sumber legitimasi dalam hubungan industrial dan negara.
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BAB 7

MODEL REFORMASI PENEGAKAN HUKUM
KETENAGAKERJAAN INDONESIA DALAM ERA
EKONOMI DIGITAL GLOBAL

Penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia berada pada
titik kritis sejarahnya.
Di satu sisi, Indonesia sedang memasuki ekonomi digital, logistik,
dan rantai pasok global; di sisi lain, instrumen penegakan hukum
ketenagakerjaan masih dibangun untuk ekonomi padat tenaga kerja
manual abad ke-20.%®

380 Arendt, H. (1958). The human condition. Chicago: University of Chicago Press.
Hannah Arendt menganalisis kondisi eksistensial manusia melalui tiga aktivitas
fundamental, labor, work, dan action, yang masing-masing merepresentasikan
cara manusia mempertahankan hidup, membangun dunia benda yang relatif
stabil, dan berpartisipasi dalam ranah politik melalui tindakan serta ujaran;
Arendt menekankan bahwa action adalah inti kebebasan karena hanya di ruang
publik manusia dapat menampakkan identitasnya dan menciptakan sesuatu
yang benar-benar baru, sementara dominasi modernitas cenderung menggeser
kehidupan bersama menuju logika produksi-konsumsi yang mengikis ruang
publik dan memperlemah kapasitas politik manusia.
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BAB 8

PENUTUP
Negara, Kerja, dan Martabat Manusia dalam
Arsitektur Ekonomi Digital.

8.1. Kerja sebagai Ruang Martabat Manusia

Kerja adalah bagian paling fundamental dari keberadaan
manusia.
Sejak manusia pertama kali membentuk alat, menanam benih,
mengolah tanah, mendirikan rumah, dan membangun kota, kerja
telah menjadi tindakan eksistensial: sebuah cara untuk mengatakan
kepada dunia “Aku ada di sini”**

425 Arendt, H. (1958). The human condition. Chicago, IL: University of Chicago Press.;
Descartes, R. (1998). Discourse on method and meditations on first philosophy (4th
ed.; D. A. Cress, Trans.). Indianapolis, IN: Hackett Publishing Company. Bagi
Descartes, eksistensi manusia dipastikan lewat kesadaran berpikir: cogito, ergo
sum. Kerja lalu dapat dipahami sebagai perwujudan rasio itu ke dunia,
meninggalkan bukti “aku ada” dalam bentuk karya nyata.
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GLOSARIUM

A
% Abandonment of Employment

(Inggris — Australia, common law)

Asal-usul: Doktrin hubungan kerja Anglo-Saxon abad ke-19, pada
awalnya digunakan untuk pekerja yang “menghilang” dari tempat kerja
atau tidak hadir tanpa pemberitahuan.

Definisi: Situasi ketika pekerja dianggap mengundurkan diri karena tidak
hadir dalam waktu tertentu tanpa alasan sah.

Penggunaan Internasional:

— Australia menggunakan tes “intention to abandon”.

— Inggris menggunakan analisis kontrak kerja.

Relevansi Indonesia:

Tidak dikenal secara eksplisit dalam UU, tetapi sering dipakai pemberi
kerja sebagai dalih PHK tanpa prosedur. Dalam sektor platform,
abandonment sering disamakan dengan “tidak aktif” padahal
penyebabnya bisa karena suspension /deactivation sepihak oleh algoritma.

% Absenteeism

(Inggris — HRM global)

Asal-usul: Istilah manajemen industri awal abad ke-20.

Definisi: Ketidakhadiran pekerja tanpa alasan yang sah atau melebihi
tingkat normal.

Penggunaan Internasional: Digunakan dalam audit kinerja, manajemen
SDM, dan K3.

Relevansi Indonesia: Dalam platform work, ketidakhadiran tidak relevan
karena pekerja dianggap “on-demand”; namun algoritma tetap
memantau connect hours, sehingga konsep ini berubah menjadi
algorithmic presence.

+ Accountability

(Inggris — global public law)

Asal-usul: Tradisi administrasi Inggris dari abad ke-17; diperluas dalam
teori pemerintahan modern.

Definisi: Kewajiban aktor kekuasaan untuk menjelaskan, membenarkan,
dan menerima konsekuensi atas tindakannya.
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TENTANG PENULIS

Ir. H. Dani Prianto Hadi, S.H., M.H., M.M. lahir di Cimahi pada
tahun 1973 sebagai anak pertama
dari dua bersaudara. Ia tumbuh dan
menapaki hidup dari jalur yang sejak
awal tampak jauh dari dunia hukum.
Selepas menamatkan pendidikan
Teknik Sipil spesialisasi Jalan dan
Jembatan pada tahun 1996, ia
mengabdikan diri di dunia konstruksi
membangun jalan, jembatan, dan
harapan, dari wilayah yang ramai
hingga pelosok yang sering terlupakan. Salah satu kontribusinya ialah
dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional di ruas Bawen-
Kartasura, Jawa Tengah, sebuah pengalaman yang menegaskan
keyakinannya bahwa pekerjaan teknik sejatinya adalah pelayanan:
menghadirkan akses, membuka isolasi, dan menghidupkan kesempatan.

Pada tahun 1998 ia memasuki dunia birokrasi di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan penugasan awal di Kabupaten
Lebak (wilayah yang kini menjadi bagian Provinsi Banten). Setelah
pemekaran, ia kembali bertugas di berbagai daerah seperti Kabupaten
Sumedang, Kabupaten Cianjur, hingga Kabupaten Bandung Barat.
Dalam perjalanan panjang itu, ia tidak hanya menyaksikan
pembangunan, tetapi juga menyaksikan kehidupan masyarakat yang
berubah karena hadirnya sebuah jalan penghubung. Ia bersyukur pernah
ikut membangun jalan tembus di daerah terpencil, baginya itu bukan
sekadar proyek, melainkan jejak kecil yang mungkin akan terus
dikenang oleh warga yang akhirnya bisa lebih mudah sekolah, berobat,
bekerja, dan berdagang.

Namun titik balik terbesar dalam hidupnya bukan datang dari
ruang rapat atau gambar desain teknik, melainkan dari luka-luka bumi
yang ia lihat sendiri. Saat dipercaya menjadi Kepala Bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (2012),
ia berkali-kali berhadapan dengan kenyataan pahit: longsor merenggut
nyawa, alam yang rusak menuntut balas, dan manusia sering kali
menjadi korban paling lemah. Dari sana tumbuh pertanyaan yang pelan-
pelan menjadi panggilan batin: jika bencana terus berulang, apakah ini
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semata takdir, atau ada yang salah dalam cara kita mengelola alam? la
mulai melihat bahwa persoalan teknis ternyata berkelindan erat dengan
tata kelola, kebijakan, dan hukum.

Pengalaman berikutnya di Dinas Pertambangan semakin
menajamkan kepekaan itu. Ia melihat pelanggaran tata kelola
penambangan dan persoalan izin yang tidak selalu berpihak pada
kebaikan bersama. Di titik tersebut, ia merasakan sesuatu yang lebih dari
sekadar tanggung jawab pekerjaan, ia merasakan kewajiban moral. Ada
pihak yang dirugikan karena keterbatasan, ada yang menjadi korban
karena sistem yang kurang tepat, dan ia tidak ingin berpura-pura tidak
melihatnya. Dari sinilah kecintaannya pada ilmu hukum mulai tumbubh,
bukan sebagai ambisi akademik, melainkan sebagai ikhtiar untuk
memahami akar masalah dan mencari jalan perbaikan.

Yang menarik, perjalanan intelektualnya tidak lahir dari “rencana
besar”, melainkan dari kegelisahan yang jujur. Hukum menjadi “hobi
serius” yang berangkat dari kebiasaan kecil: mempelajari kasus, melatih
logika, membedah masalah, hingga terbiasa membaca realitas dengan
cara yang lebih tajam. Kepekaannya semakin terasah ketika melihat ada
ruang kosong antara regulasi dan praktik di lapangan antara aturan yang
tertulis dan keadilan yang seharusnya dirasakan.

Pada penugasan terakhir di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam
pengawasan ketenagakerjaan, ia menemukan tantangan yang sama
namun dalam wajah baru: dunia kerja yang berubah cepat, terutama
pada pekerja platform digital. Di sana ia melihat bahwa hukum bukan
hanya milik ruang sidang melainkan perisai terakhir bagi orang kecil
yang bekerja keras namun sering dianggap tidak hadir.

Buku ini adalah cara beliau “berbicara” kepada banyak pihak:
bahwa penegakan hukum ketenagakerjaan bisa dipahami melalui cara
pandang yang tidak biasa, dari seseorang yang berangkat dari teknik
sipil, memperdalam manajemen, lalu menempuh jalan panjang dalam
ilmu hukum. Ia percaya bahwa keadilan tidak hanya diperjuangkan oleh
mereka yang sejak awal lahir di dunia hukum, tetapi juga oleh siapa pun
yang berani peduli dan mau berjalan lebih jauh untuk memperbaiki
sistem.

Jika satu kalimat dalam buku ini membuat Anda merasa dipahami, maka
buku ini telah sampai pada tujuannya.

Alamat Penulis
email : epsiloen@yahoo.com
instagram: @d4niphoenix (Direct Message)
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Dari kesunyian, lahir kata-kata yang

menawan, dari halaman ke halaman,
makna menemukan jalannya...

“"Buku adalah Jendela Dunia”

H. Dani Prianto Hadi
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Prof. Dr. Jimly Assidigie, S.H.

Guru Besar Hmu Hukum Tata Negara, Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia (2o03-2008),

“.buku vang ditulis oleh Saudara Dani Prianto
Hadi ini hadir sebagai kontribusi akademik
ving sangat penting. Buku ini bukan hanya
menvajikan uraian normatif, tetapi
menawarkan analisis komprehensif mengenad
struktur hubungan kerja kontemporer,
penegakan hukum ketenagakerjaan, dan
arsitektur kelembagaan vang menentukan
apakah hukum bepar-bepar hidup dalam praktik. Dengan pendekatan
perbandingan terhadap delapan negara maju dan delapan negara
berkembang, penulis menunjukkan bagaimana pilihan kebijakan hukim
sesungguhnya mencerminkan posisi negara dalam menentukan arah
keadilan sosial,

Kekuatan buku ini terletak pada ketajaman analisisnyva. Penolis tidak
herhenti pada tataran regulasi formal, tetapi masuk ke dalam persoalan
struktural vang lebih dalam, seperti subordinasi algoritmik, kesenjangan
penegakan hukum, kelemahan kapasitas nepara, serta implikasi
konstitusional terhadap fungsi regulasi dan perlindungan hukum. Dar
perspektif hukum tata negara, analisis semacam ini sangat relevan. Sebah,
keberhasilan penegakan hukum ketenagakerjaan pada akhirnya
hergantung pada kehadiran negara sebagai pengatur, pengawas, sekaligus
penjamin keadilan sosial sebagaimana mandat Pasal 27 ayvat (2) dan Pasal
afDayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1g45."

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

Pakar Hukum Adminiztrazi Pemerintabhan dan Hllﬁiuhl:..:_i Hukum,
Ketua DPP KORPRI Masional, Kepala BEN E.1.

“Saya memberikan apresiasi tinggi atas kerja
intelektual vang dibadirkan dalam buku ini. Analisis
komparatif vang sistematis, argumentasi hukum yvang
kokoh, dan kedalaman pemabhaman tentang dinamika
sosio-ckonomi menjadikan karva ini referensi penting
bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Buku
ini mendemonstrasikan bahwa penegakan hukum
ketenagakerjaan di era digital memerlukan lebih dari
sekadar amandemen peraturan, melainkan transformasi paradigma dalam
memahami kerja, relasi kbuasa, dan tanggung jawab negara,”
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